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GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 6/ TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUEERNUR RIAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6)
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Riau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Provinsi
Riau.

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomeor 75) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daecrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun
2016 Nomor 4).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG  KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Provinsi Riau.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.

3. Gubernur adalah Gubernur Riau.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau,

5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daecrah provinsi dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau,

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan
yvang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Keschatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Dinas Keschatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai
tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan
kepada Daerah.

(2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan pada Seckretariat, Bidang Kesehatan
Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang
Pelayanan Kesehatan, dan Bidang Sumber Daya Kesehatan dan
Kefarmasian;

b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Kesehatan
Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang
Pelayanan Kesehatan, dan Bidang Sumber Daya Kesehatan dan
Kefarmasian;
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(3)
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(2)

(3)

.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang
Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendahan
Penyakit, Bidang Pelayanan Keschatan, dan Bidang Sumber Daya
Keschatan dan Kefarmasian;

pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Kesehatan
Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang
Pelayanan Kesehatan, dan Bidang Sumber Daya Kesehatan dan
Kefarmasian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 4
Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:
a. Kepala Dinas Kesehatan.

b. Sekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Perencanaan Program,;
2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang
Milik Daerah; dan
3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
3. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas:
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa.

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdir atas:
1. Seksi Pelayanan Keschatan Primer dan Kesehatan Tradisional;
2. Seksl Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
3. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian, terdiri atas:
1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana; dan
3. Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh
Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi
dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 5

Kepala Dinas Keschatan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
{eselon I1.a).

Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon
111.a).

Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Pejabat Pengawas
[eselon IV.a),
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(1)

BABE II1
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan Urusan Pemerintahan yvang menjadi kewenangan Daerah
dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Dacrah pada bidang
kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas
Kesehatan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan
evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan,
Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian
Kepegawaian dan Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada
Seckretariat;

b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretanat,

¢c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sesuai dengan tugas vang telah dilaksanakan kepada Kepala
Dinas Kesehatan; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain vang diberikan pimpinan sesuai
tugas dan lungsinva.

Paragraf 1

Kepala Subbagian Perencanaan Program

Pasal &8

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyal tugas:

a.

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbaglan
Perencanaan Frogram;

membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan
tugas bawahan di ingkungan Subbagian Perencanaan Program;

menylapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan
dari masing-masing bidang;
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melaksanakan penyusunan Rencana  Strategis, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinecrja Instansi
Pemerintah unit kerja;

melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;

mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat Koordinasi dan rapat
koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat
koordinasi tekmis;

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesual tugas
dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 9

Kepala Subbagian Kcuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik
Daerah mempunyai tugas:

.

b.

73

e

merencanakan program/kegialan dan penganggaran pada Subbagian
Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gajl pegawal;

melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan
keuangan dan aset;

menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang
milik daerah;

melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada
penguasaan Dinas Kesehatan;

melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan proses admimistrasi Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi;

melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran,;

melaksanakan  penyusunan laporan  pertanggungjawaban  atas
pengelolaan keuangan dan pencatatan aset;

melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit
kerja;

. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan pada 3Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan
Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas

dan fungsinva.
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Paragraf 3

Kepala Subbagian Kepegawalan dan Umum

Pasal 10

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyal tugas:

d.

b |

el R

[

(1)

(2)

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian
Kepegawalan dan Umum;

membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;

mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;

melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban
Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pecgawai, standar kompetensi,
dan evaluasi jabatan;

melaksanakan proses penegakan disiplin pegawal,

membuat laporan perkembangan kepegawaian,

menyelenggarakan urusan kehumasan;

melaksanakan pengelolaan kearsipan da dokumentasi;

melaksanakan dan mengatur [asilitas rapat, pertemuan dan upacara,
scrta melakukan kegiatan keprotokelan dan administrasi perjalanan
dinas;

melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana  kantor setelah
berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk
kepentingan masyarakat;

. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan,

keindahan, keamanan dan ketertiban kantor:

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yvang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinva.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Kesehatan Masvarakat

Pasal 11

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan
koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Keschatan Keluarga dan
(izi, Seksit Promosi Kesehatan dan Pemberdayvaan Masvarakat, dan
Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang
Kesehatan Masyarakal;



b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat;

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan -pelaksanaan
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala
Dinas Kesehatan; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Pasal 12

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas:

a.

b.

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi
Kesehatan Keluarga dan Gizi;

membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

melaksanakan koordinasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektor yang
berhubungan dengan kegiatan dalam rangka pelaksanaan program,
pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan sesuai
bidang tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

melaksanakan peningkatan kemampuan manajemen, pengelolaan
program, surveilans, perbaikan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat
bagi pengelola program di  Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui
advokasi, pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi;

melakukan evaluasi standart pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak
dan kesehatan lansia (Kesehatan Maternal dan Neonatal, Kesehatan
Balita dan anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja serta kesehatan
Lansia), serta peningkatan status gizi masyarakat, perbaikan kualitas
asupan pangan dan gizi masyarakat, berkoordinasi dengan lintas
program dan lintas sektor terkait;

melaksanakan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dalam peningkatan
kemampuan masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan
masalah gizi masyarakat berkoordinasi dengan lintas program dan lintas
sektor yang berhubungan;

melaksanakan program kesehatan keluarga (kesehatan lansia, kesehatan
usia subur dan Keluarga Berencana, Perlindungan Kesehatan
Reproduksi, Keschatan Ibu Hamil, Kesehatan maternal, kesehatan
neonatal dan pencegahan komplikasi, Kesehatan Ibu Bersalin dan nifas,
Kesehatan bayi, kesehatan anak balita dan anak pra sekolah, Anak Usia
Sekolah, Kesehatan Anak Remaja, Keschatan anak khususnya);

melaksanakan® standar program perbaikan Gizi masyarakat dan
penanggulangan masalah gizi (penanggulangan Gangguan Akibat
Kekurangan Yodium, penanggulangan Kekuranga Vitamin A, Anemia,
Gizi buruk, Gizi lebih, serta pemberian suplemen Gizi, Vitamin A, Fe,
Mineral mix, Pemberian Makanan Tambahan), gizi lebih dan masalah gizi
lainnya;

melaksanakan surveilans Kesehatan Ibu dan Anak, gizi dan Sistem
Kewaspadaan Pangan dan Gizi secara berkala:
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j. melaksanakan pengelolaan dan evaluasi Posyandu, Upaya Perbaikan Gizi
Keluarga dan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah;

k. melaksanakan peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan
keluarga dan gizi;

. melaksanakan pembinaan gizi mikro (suplemen gizi, Vitamin A, Fe dan
mineral mix);

m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada Secksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat;

c. melaksanakan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Program Prilaku
Hidup Bersih dan Schat, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,
kewaspadaan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan
Kejadian Luar Biasa dan Bencana Alam,;

d. melaksanakan kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor pada
Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat;

e. melaksanakan fasilitasi strategi  Promosi Kesehatan  untuk
Pengembangan Desa Siaga;

f. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka Peningkatan Sumber
Daya Manusia di bidang Promosi Kesehatan dan Penyebarluasan
Informasi Kesehatan;

g, melaksanakan pembinaan program Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat di Tingkat Provinsi/Lintas Kabupaten/Kota termasuk
penilaian kinerja Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat;

h. melaksanakan Pembinaan program kesehatan dan Promosi Kesehatan di
Rumah Sakit Tingkat Provinsi / Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;

1. melaksanakan penguatan kebijakan publik berwawasan kesehatan;
j. melaksanakan bimbingan dan supervisi strategi promosi kesehatan;

k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada Selksl Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.



Paragraf 3
Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja

Pasal 14

Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja mempunyai:

4.

H.

(1)

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi
Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja;

membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan Lingkungan dan
Kesehatan Kerja;

melaksanakan program kesehatan lingkungan, kesehatan Kkerja dan
olahraga;

melaksanakan survailans Kesehatan Lingkungan;

melaksanakan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di bidang Kesehatan
Lingkungan dan Kesehatan Kerja;

melakukan analisis resiko Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja
berdasarkan hasil pemantauan dan Pengujian Laboratorium serta
rekomendasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;

melaksanakan Monitoring, Bimbingan Teknis dan Supervisi pelaksanaan
Program Keschatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;

melaksanakan koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor untuk
kemajuan program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan
Olahraga;

melaksanakan pengawasan, pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan
program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
berdasarkan  capalan  pelaksanaan  kegiatan  sebagai  bahan
penyempurnaan ditingkat Provinsi;

melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi
kesehatan lingkungan untuk mendukung pelaksanaan program
Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan
Kerja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 15

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai
tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi
Surveilans dan Imunisasi, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
dan Kesehatan Jiwa.



(2)

o L

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit;

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala
Dinas Kesehatan; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesual
tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Scksi Surveilans dan Imunisasi

Pasal 16

Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas:

a.

o

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi
Surveilans dan Imunisasi;

membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Surveilans dan Imunisas;

melaksanakan program Surveilans Terpadu Penyakti, Surveilans
Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi, Imunisasi dan Sistem
Kewaspadaan Dini Respon Kejadian Luar Biasa, serta peningkatan
Kesehatan Haji dan Kesehatan Matra;

melaksanakan koordinasi Lintas program dan Lintas Sektor program
Surveilans Terpadu Penyakit, Surveilans Penyakit Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi, Imunisasi dan Sistem Kewaspadaan Dini Respon Kejadian
Luar Biasa serta Peningkatan Kesehatan Haji dan Kesehatan Matra;

melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengawasan program
Surveilans Terpadu Penyakit, Surveilans Penyakit Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi, Imunisasi dan Sistem Kewaspadaan Dini Respon Kejadian
Luar Biasa, serta peningkatan Keschatan Haji dan Kesehatan Matra;

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesual tugas
dan fungsinya.
Paragrafl 2
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Pasal 17
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai
tugas:
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Secksi

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
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membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanm
tugas bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular; e

melaksanakan kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung;

melaksanakan Program Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik;

melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap Program
Pengendalian Penyakit Menular Langsung;

melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap Program
Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;

melaksanakan koordinasi dengan lintas program lintas sektor dalam
pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular Langsung, Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;

melaksanakan peningkatan kapasitas program pencegahan dan
pengendalian Penyakit Menular Langsung, Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesual tugas
dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Pasal 18

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa mempunyai tugas:

a.

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa;

membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;

melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak
Menular, Kesehatan Jiwa dan NAPZA;

melaksanakan surveilans faktor resiko dan Penyakit Tidak Menular,
Kesehatan Jiwa dan NAPZA:

melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait
program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular,
Kesehatan Jiwa dan NAPZA,

melaksanakan pembinaan dan pengawasan program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan NAPZA,

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa
dan NAPZA;
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(1)

(2)
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melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
Bagian Kelima

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyal tugas melakukan
koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pelayanan Kesehatan
Primer dan - Keschatan Tradisional, Seksi Pelayanan Kesehatan
Rujukan, dan Seksi Pembiayaan Jaminan Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang
Pelayanan Keschatan;

b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan;

¢. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala
Dinas Kesehatan; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuail
tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
dan Kesehatan Tradisional

Pasal 20

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional
mempunyai tugas:

d.

b.

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi
Pelayanan Kesechatan Primer dan Kesehatan Tradisional;

membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan
Kesehatan Tradisional;

melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi
untuk penguatan pelayanan kesehatan primer dan pengobatan
tradisional;

melaksanakan pembinaan dan peningkatan pengelolaan manajemen di
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

melaksanakan pembinaan dan peningkatan kemampuan dalam
pengelolaan berbagai program pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota
sesuai perkembangannya di tatanan Pelayanan Kesehatan Primer;

melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergency Dasar;
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melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan dibidang
pelayanan kesehatan, mutu, fasilitas dan penunjang pelayanan
kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Tingkat
Pendidikan;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan
Kesehatan tradisional di kabupaten/kota dan penyelenggara
pendidikan;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program pelayanan
darah;

melaksanakan evaluasi, analisa dan pengembangan terhadap
kepampuan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
tingkat pertama;

melaksanakan Pembinaan dan pengawasan kepada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama untuk Proses Akreditasi;

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan
Kesehatan Tradisional; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pasal 21

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas:

a.

b.

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi
Pelayanan Kesehatan Rujukan;

membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;

melaksanakan kebijakan dibidang pelayanan medik dan keperawatan,
penunjang gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan, pemantauan
rurmnah sakit dan rumah sakit pendidikan;

melaksanakan dan memfasilitasi pemberian bimbingan teknis dan
supervisi dibidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat
darurat terpadu, pengelolaan rujukan, pemantauan rumah sakit dan
rumah sakit pendidikan;

melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan
medik dan keperawatan, penunjang gawat darurat terpadu, pengelolaan
ryjukan, pemantauan rumah sakit dan rumah sakit pendidikan;

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang sarana,
prasarana dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dan
dibidang perizinan, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan rujukan;

melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan
evaluasi dan pelaporan dibidang sarana, prasarana dan peralatan pada
fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dan dibidang perizinan, mutu dan
akreditasi pelayanan kesehatan rujukan;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan program rumah sakit dan
rumah sakit pendidikan;
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melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Keschatan

Pasal 22

Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas:

4.

b.

(1)

(2)

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;

membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembiayaan dan Jaminan
Kesehatan;

melaksanakan dan bertanggung jawab dalam penyusunan Petunjuk
Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan;

melaksanakan koordinasi lintas sektor dan lintas program terkait
pembiayaan kesehatan dan mapping kepesertaan;

melaksanakan pengendalian dan merumuskan serta mengevaluasi
pencatatan dan pelaporan terkait pelaksanaan pelayanan peserta
Jaminan Keschatan;

melaksanakan perhitungan Pembiayaan untuk program kesehatan dan
permaslahan kesehatan program di Tingkat Provinsi, maupun lintas
Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau;

melaksanakan verifikasi, wvalidasi dan pengendalian pembiayaan
kesehatan masyarakat;

melaksanakan pertimbangan klinis berbagai sengketa pelayanan
kesehatan dengan provider kesehatan;

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada Scksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian

Pasal 23

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian mempunyai
tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi
Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Seksi Pengembangan Sarana
Prasarana Kesehatan, dan Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang
Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian;

b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan
dan Kefarmasian;:
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¢. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala

Dinas Kesehatan; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Pasal 24

Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas:

a.

b.

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi
Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap sarana Produksi
dan Distribusi kefarmasian dan alat kesehatan (Obat, Obat Tradisional,
Kosmetik, Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga),
Makanan Minuman dan penyalahgunaan NAPZA;

melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait
Program kefarmasian, makanan minuman, Alat kesehatan dan
penyalahgunaan NAPZA;

melaksanakan rekomendasi izin usaha produksi dan distribusi
kefarmasian, makanan minuman dan Alat kesehatan (Industri Obat,
Industri Obat tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional), Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga, industri alat kesehatan, Pedagang Besar
Farmasi, Penyalur Alat Kesehatan dan Kosmetika;

melaksanakan penyusunan Profil Data Sarana Kefarmasian Se-Provinsi
Riau dan profil program kefarmasian;

melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan
evaluasi lintas program dan lintas sektor dalam program pelayanan
kefarmasian di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Rumah sakit dan
Apotek;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis
Penggunaan Obat Rasional, Penggunaan Obat Generik, Formularium
Nasional, Farmasi Komunitas dan Klinik;

melaksanakan pelaporan Sistem [nformasi Pemakaian MNarkotika dan
Psikotropika di fasilitas Pelayanan kesehatan milik Pemerintah dan
Swasta;

melaksanakan pemantauan peredaran Obat dan Alat keschatan di

sarana distribusi Obat dan Alat keschatan (e-report PBF, e-report Alkes
dan PKRT, e-watch, e-infealkes, e-regalkes);

melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi ketersediaan dan
keterjangkauan obat di Provinsi Riau;
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melaksanakan pengawasan dengan lintas program dan lintas sektor
terhadap jajanan anak sekolah:

melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor di Tingkat
Provinsi/Lintas Kabupaten/Kota di bidang kefarmasian, makanan,
minuman dan Alat kesehatan;

melaksanakan inventarisasi dan pengusulan Dana Alokasi Khusus
Program Kefarmasian dan Alat kesehatan:

melaksanakan- Penyuluhan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
terhadap pelaku usaha;

melaksanakan pembinaan dan pendataan terhadap produk pangan
olahan rumah tangga;

melaksanakan Penyuluhan dan Pengawasan terhadap pelaku usaha
Pangan Industri Rumah tangga di Provinsi Riau;

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan ; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pasal 25

Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:

.

b.

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi
Pengembangan Sarana dan Prasarana;

membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
fugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Sarana dan
Prasarana;

melaksanakan inventarisasi data sarana dan prasarana kesehatan:

melaksanakan pengawasan pembangunan baru, perbaikan dan
pemeliharaan sarana prasarana kesehatan:

melaksanakan verifikasi, monitoring dan evaluasi bantuan keuangan,
hibah dan bantuan sosial bidang kesehatan;

melaksanakan koordinasi lintas program dan liritas sektor terkait
kegiatan pengembangan sarana prasarana kesehatan;

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana:
dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuaj tugas
dan fungsinya.
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Paragraf 3
Kepala Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 26

Kepala Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Dayva Manusia
Kesehatan mempunyal tugas:

a.

b.

ra

h.

(2)

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi
Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan;

melaksanakan Penyusunan Sistern Data dan Informasi Sumber Daya
Manusia Keschatan serta pemetaan dan perencanaan kebutuhan
Sumber Daya Manusia Kesehatan;

melaksanakan penyusunan tentang perencanaan, pengembangan dan
pendayagunaan Tenaga Keschatan;

melaksanakan pengusulan program pendidikan berkelanjutan dalam
pengembangan dan peningkatan kapasitas Sumber Dava Manusia
Kesehatan berdasarkan kebutuhan program di Provinsi Riau dan
Program pendidikan Dokter Spesialis, Program Pendidikan Dokter Gigi
Spesialis berbasis kompetensi (PPDS-PPDGS-BK);

melaksanakan penilaian pengajuan permohonan akreditasi pelatihan di
lingkungan Dinas Kesehatan;

melaksanakan Program Internsip Dokter Indonesia;

melaksanakan koordinasi pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Daerah Khusus (Nusantara Schat);

melaksanakan penerbitan surat tugas dokter di jejaring kesehatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan koordinasi penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di
Provins: Riau;

melaksanakan pemantauan dan pengawasan Tenaga Kesehatan Warga
Negara Asing di Provinsi Riau;

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 27

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan wurusan yang menjadi
kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dinas Keschatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi,
sesual dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sckretariat Dacrah
melalui Asisten dan Biro terkait.
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Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi,
dalam pengusulan program dan kegiatan, Dinas Kesehatan
memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah
yvang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama (eselon Il.a), Pejabat Administrator (eselon Ill.a), Pejabat
Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

Dinas Kesehatan dalam  melaksanakan  tugas, fungsi dan
pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesual dengan tugas
dan fungsinya.

Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan
menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi,
keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.

Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada avat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
vang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangar.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior vang ditunjul.

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional mempunval tugas sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

Kepala Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
dari Aparatur Sipil Negera vang telah memenuhi syarat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala
Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat
dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah
memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Sumber-sumber pembiayaan perangkat daerah berasal dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber-sumber lain yang
sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

(1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan
Gubernur Riau Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau masih tetap berlaku

sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan
Gubernur ini.

(2) Pengisian dan pelantikan pejabat yang baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lambat 31 Desember 2016 sebagaimana
diatur dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggalr 16 Desamber 2:}1‘5

GUBERNUR RIAU
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